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P U T U S A N 

Nomor  <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG 

Yang memeriksa dan mengadili  pada tingkat banding dalam sidang 

musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut 

dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan 

Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal 

ini memberikan kuasa kepada Asep Hanhan, S.H., 

Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Raya 

Pemda Nomor 89 (Tenjoantanan-Bojongkoneng), Desa 

Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten 

Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 

Oktober 2022 yang telah didaftar pada Buku Register 

Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 

5074/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 10 Oktober 2022, 

semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding; 

melawan 

Terbanding, NIK<No.NIK>, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, 

pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di 

Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa 

Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ucu M. 

Samsul Romli, S.H. dan Eko Dinamara, S.Sy., 

Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan 

Pahlawan K.H. Zenal Mustopa, Ciseda, Desa Sukaasih, 

Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022 

  SALINAN 
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yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa 

Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2984/Reg.K/ 

2022/PA.Tsm, tanggal 20 Juni 2022, semula sebagai 

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang 

sebagai Terbanding; 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan 

dan berhubungan dengan perkara banding ini; 

DUDUK PERKARA 

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan 

Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tsm. 

tanggal 29 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul 

Awal 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut: 

Dalam Konvensi : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi; 

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat Konvensi (Pembanding) 

terhadap Penggugat Konvensi (Terbanding); 

Dalam Rekonvensi : 

1.  Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;  

2.   Menetapkan anak bernama FAA, lahir tanggal 10 Juni 2021 berada 

dibawah hadhanah Tergugat Rekonvensi (ibu kandung); 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: 

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk  

membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.470.000,- (empat ratus tujuh 

puluh ribu rupiah). 

Bahwa pada saat putusan dibacakan Penggugat dengan didampingi 

kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan; 
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Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan 

permohonan banding pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 

sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh 

Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya, permohonan banding tersebut 

telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 

selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 

sebagaimana Relaas Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat  

oleh  Jurusita  Pengadilan  Agama  Tasikmalaya  tanggal  12 Oktober 2022;   

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal                 

25 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Tasikmalaya pada tanggal 25 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon 

kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan dan 

menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding; 

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas 1A No. 

<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tsm; 

DALAM REKONPENSI. 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;  

2. Menjatuhkan Hak Asuh anak yang bernama FAA jatuh kepada Ayah 

Kandungnya (Pembanding); 

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI. 

- Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada 

Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori 

Banding Nomor <No.Prk>/PdtG/2022/PA.Tsm.  pada tanggal 26 Oktober 

2022 sebagaimana Relaas Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori 

Banding yang dibuat  oleh  Jurusita  Pengadilan  Agama  Tasikmalaya  

tanggal  26 Oktober 2022; 

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah menye-

rahkan Kontra Memori Banding pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 
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yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 

28 Oktober 2022 yang paka pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tinggi 

Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili dan 

menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat; 

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : 

<No.Prk>/Pdt.G/2022/ PA.Tsm.; 

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar perkara 

dalam semua tingkat peradilan. 

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada 

Pembanding pada tanggal 1 November 2022 sebagaimana Relaas Surat 

Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat  oleh  

Jurusita  Pengadilan  Agama  Tasikmalaya  tanggal  1 November 2022; 

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan 

berkas perkara (inzage) pada hari Rabu, tertanggal 12 Oktober 2022, namun 

Pembanding tidak  melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), seba-

gaimana  diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak  Melakukan Pemeriksaan 

Berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama 

Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tsm  tanggal  31 Oktober 

2022; 

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas 

perkara banding (inzage) pada hari Rabu,  tanggal 12 Oktober 2022 dan 

Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) 

sebagaimana  Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) yang 

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 

<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tsm. pada hari Senin, tanggal  31 Oktober 2022; 

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor  

W10-A/3575/Hk.05/XI/2022 tanggal 10 November 2022 yang menerangkan 

bahwa berkas perkara banding dari  Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor  

<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tsm. tanggal 29 September 2022 Masehi, 
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bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1444 Hijriyah yang dimohonkan 

banding pada tanggal 10 Oktober 2022 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-

A6/4890/HK.05/XI/2022 tanggal           1 November 2022 telah terdaftar 

dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA Bdg. tanggal 10 

November 2022, yang tembusannya disampaikan kepada kuasa 

Pembanding dan kuasaTerbanding; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan Pengadilan 

Agama Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tsm. tanggal 29 

September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1444 

Hijriyah, dihadiri Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan Tergugat beserta 

Kuasa Hukumnya; 

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama 

berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan 

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

Pembanding mempunyai legal standing  untuk mengajukan permohonan 

banding; 

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus 

Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 29 September 2022 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, dengan dihadiri oleh 

kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan 

oleh Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2022, dengan demikian 

permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding 

yaitu 11 (sebelas) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 

7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan 

banding a quo secara formil dapat diterima; 
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Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding 

memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, 

dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik  pada  Tingkat  Pertama  

maupun  Tingkat  Banding  telah  memberikan kuasa kepada Advokat/ 

Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah  diperiksa  

persyaratannya  ternyata  telah  sesuai  dengan  ketentuan Pasal 4 dan 

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat 

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta 

Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 

Tentang Bea Meterai, sehingga Terbanding dinyatakan mempunyai  legal 

standing untuk mewakili kliennya dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex 

factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, 

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk 

kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan 

mengadili perkara a quo sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tasikmalaya telah berusaha 

mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula   

melaksanakan proses mediasi dengan mediator Muhammad Abduh, M.H.I., 

CM., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Tasikmalaya 

yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan 

Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga 

perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah 

memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara  a quo secara litigatif 

dapat dilanjutkan; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah 
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mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan 

Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tsm. 

tanggal 29 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul 

Awal 1444 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan 

dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-

pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding 

berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah 

melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai 

ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui dan 

dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim 

Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan 

pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran ( ratio decidendi ) dan perlu 

mengadilinya secara ex officio tentang nafkah anak sebagaimana diuraikan 

di bawah ini; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku judex facti 

akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan 

meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang 

ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 

492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 juncto  Putusan Mahkamah 

Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan 

mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini; 

Dalam Konvensi  

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatan cerainya 

mendalilkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding bulan Januari tahun 

2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, 

dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat 

yang puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2022 dan sampai 

sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan antara keduanya telah pisah rumah, 

maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan tersebut 

dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum pada 
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Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun l975 jo Pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dapat dibuktikan tentang 

adanya alasan tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding tersebut, 

Pembanding telah mengajukan jawabannya sebagaimana tertuang dalam 

Berita Acara Sidang halaman 39 sampai 41 yang pada pokoknya mem-

bantah seluruh dalil gugatan Terbanding, karena sudah dikaruniai 2 orang 

anak dan menghendaki rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri; 

Menimbang, bahwa karena Pembanding membantah seluruh dalil 

gugatan Terbanding, maka untuk meneguhkan dalil gugatannya, maka 

Terbanding harus membuktikan dalil gugatannya dan Terbanding telah 

mengajukan bukti-bukti diantaranya 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan 

Saksi II, keduanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang 

pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding 

sejak bulan Januari tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

yang terus menerus, dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir 

terhadap Penggugat yang puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2022 

dan sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan dimana keduanya telah 

pisah rumah dan keluarga keduanya sudah tidak sanggup merukunkannya; 

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembanding tersebut, 

Pembanding ternyata hanya mengajukan bukti tertulis, yaitu T-1 dan T-2, 

namun tidak mengajukan bukti-bukti saksi untuk menguatkan bantahannya di 

persidangan; 

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk 

membentuk  keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), 

dari ketentuan tersebut terdapat pengertian adanya hubungan timbal balik 

antara suami istri secara sukarela dan didasari dengan kasih sayang antara 

keduanya, selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan  rahmah (Pasal 3 Kompilasi 
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Hukum Islam) dalam rangka mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, maka 

diikat dengan ikatan yang kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, karenanya kalau 

perkawinan tidak dilandasi keinginan bersama antara suami istri untuk 

membina rumah tangga, maka landasan rumah tangga tersebut menjadi 

rapuh, sehingga sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang saling mencintai 

dengan penuh kasih sayang; 

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri 

dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara 

lain mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), 

mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual inter-dependency (saling 

ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), akan tetapi 

dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, hal tersebut 

sudah tidak terjadi; 

Menimbang, bahwa karena rasa benci diantara suami istri sudah 

memuncak  yang berwujud dalam fakta  seperti  tersebut di atas, maka 

antara Pembanding  dan Terbanding  telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran  terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali,  hal ini 

sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 309/K/AG/1998 

tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang 

suami istri yang telah cekcok satu sama lain, sudah hidup berpisah dan 

isteripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan 

suaminya, hal itu dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi 

sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;  

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum tersebut telah pula 

memenuhi norma hukum Islam sebagaimana pendapat ahli hukum Islam  

Dr. Musthofa As-Sibaiy dalam kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qanun,  

halaman 115 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat 

Banding sebagai berikut: 
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و لا خير في إ جتماع بين متبا غضين و مُهما تكن اسباب هذا النزاع خطيرة او نافعة فإن من الخير إن تنتهى 

 العلا قة الزوجية بين هذ ين الزو جين

Artinya: “Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam 

mengumpulkan dua orang (suami istri) yang saling berselisih 

terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau 

sepele (barat atau ringan), namun kebaikan hanya dapat 

diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara 

suami istiri itu”; 

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga 

Pembanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan 

perceraian yang diajukan Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagai-

mana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor  9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;  

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo Majelis Hakim 

Tingkat Banding merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 

19 Januari l999 Nomor: 44 K/AG/1998 yang berbunyi bahwa “bilamana 

perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam 

pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya 

Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai 

suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon 

perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan”; 

Menimbang,   bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula 

mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta berdasarkan bukti-bukti 

dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa 

dalil gugatan Terbanding tentang gugatan perceraian telah terbukti dan 

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis 

Hakim Tingkat Pertama, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis 
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Hakim Tingkat Banding, karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama 

harus dikuatkan; 

Dalam Gugatan rekonvensi 

1) Dalam Hadhonah 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan 

rekonvensi tentang hak hadhonah (pemeliharaan anak) telah menolak 

gugatan Pembanding dan menetapkan bahwa anak yang bernama FAA, lahir 

tanggal 10 Juni 2021 berada di bawah hadhanah Terbanding (ibu kandung) 

dan Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan 

Terbanding menjadi pemegang hak hadhonah, akan dipertimbangkan 

sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding dan jawaban 

Pembanding serta bukti T-1, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang 

diajukan oleh Terbanding yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya memberikan 

keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan dari 

perkawinan tersebut hanya dikaruniai seorang anak yang bernama FAA, lahir 

tanggal 10 Juni 2021, sedangkan NDA adalah anak bawaan Terbanding dari 

suami terdahulu; 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: ”Akibat 

putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak 

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata 

berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas 

semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, 

bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya 

tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya 

tersebut”. Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam 

dinyatakan pula bahwa: “Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan 

anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak 

ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Kemudian dalam 

Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: “Akibat putusnya 
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perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah 

anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-

kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 

tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak 

yang tidak turut padanya”;  

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kelangsungan tumbuh 

dan berkembangnya anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak, maka 

perlu ditetapkan pemegang hak hadlonah terhadap anak yang bernama FAA, 

lahir tanggal 10 Juni 2021 tersebut; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak 

adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

menyatakan “Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang 

dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, 

maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. 

Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak 

dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain 

yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut”.  

Menimbang, bahwa sifat atau perilaku Terbanding berdasarkan 

putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya dan Berita Acara Sidang tidak ada 

bukti yang menyatakan bahwa Terbanding mempunyai sifat tercela dan anak 

yang bernama FAA, lahir tanggal 10 Juni 2021 baru berusia 15 bulan, saat 

ini berada dalam pemeliharaan ibu kandungnya, karena itu hak hadhonah 

harus diberikan kepada Terbanding selaku ibu kandungnya; 

Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai 

pula ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 41 huruf (a) dan (b) dan Pasal 45 Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbaharui 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta berdasarkan SEMA 
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Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama 

Mahkamah Agung RI, bahwa Ibu dan Bapak sama-sama mempunyai 

kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga 

komunikasi anak dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, namun 

demikian oleh karena anak tersebut ditetapkan berada pada Terbanding 

sebagai ibunya dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap 

ayahnya (Pembanding), maka Pembanding harus tetap diberikan hak untuk 

mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mengunjungi, mengajak 

jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata-mata demi kebaikan 

anak, untuk itu Terbanding harus memberi akses seluas-luasnya kepada 

Pembanding sesuai dengan situasi dan kondisi dan apabila tidak 

memberikan akses kepada Pembanding  dapat diajukan pencabutan hak 

tersebut; 

Menimbang,   bahwa   Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memper-

timbangkan dengan tepat dan benar serta berdasarkan bukti T-1, yaitu 

berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, maka Majelis Hakim Tingkat 

Pertama berpendapat bahwa dalil gugatan Pembanding tidak terbukti dan 

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis 

Hakim Tingkat Pertama, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis 

Hakim Tingkat Banding, karena itu Putusan Hakim Tingkat Pertama harus 

dikuatkan; 

2) Dalam Nafkah Anak 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah 

menetapkan bahwa anak yang FAA, lahir tanggal 10 Juni 2021 berada dalam 

pemeliharaan ibu kandungnya, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak 

menetapkan nafkah anak tersebut, sementara berdasarkan Perma Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan 

Dengan Hukum, sebab sebagai Yudex Facti perlu mengadilinya secara ex 

officio, karena dalam proses penegakan hukum harus berlandaskan kepada 

empat azas, yaitu azas persamaan di depan hukum (equality befor the low), 
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azas kepastian hukum (rechtsicherkeit), azas keadilan (rerehtigkeit) dan azas 

kemanfaatan (zweckmasigkneit) sebagaimana tertuang dalam pertimbangan 

sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: ”Akibat 

putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak 

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata 

berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas 

semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, 

bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya 

tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya 

tersebut”. Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam 

dinyatakan pula bahwa: “Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan 

anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak 

ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Kemudian dalam 

Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: “Akibat putusnya 

perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah 

anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-

kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 

tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak 

yang tidak turut padanya”; 

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak hadhanah terhadap 

anak tersebut kepada ibu kandungnya dalam putusan ini, maka dalam 

rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya agar 

dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana maksud Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua 

orang tuanya yang semula bersama memelihara dan mendidiknya telah 

bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Bapak yang bertanggung 

jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak 
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itu” Jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa “Biaya 

pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, 

maka nafkah atau biaya pemeliharaan (hadhanah) dan biaya pendidikan 

serta biaya kesehatan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan 

Pembanding selaku ayah kandung dari anak tersebut; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat 

dengan memperhatikan kebutuhan anak tersebut tentunya membutuhkan 

biaya yang cukup, oleh karenanya wajar dan patut apabila Pembanding yang 

bekerja sebagai karyawan swasta dihubungkan dengan UMR untuk 

Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Gubernur 

Jawa Barat Nomor 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum 

Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022  adalah 

sebesar Rp2.326.772,00 maka selayaknya dari UMR tersebut dibagi 3 (tiga), 

sepertiga untuk suami, sepertiga untuk isteri dan sepertiga untuk anaknya, 

hal ini dianalogikan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, 

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil  

sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak 

Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya 

untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri 

Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga 

untuk anak atau anak-anaknya, sehingga sepertiga dari UMR tersebut, 

setelah dikurangi biaya tak terduga, maka biaya seorang anak patut 

ditetapkan sebesar Rp700.000,00 perbulan, karena itu Pembanding patut 

untuk dihukum memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut setiap 

bulannya minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan 

kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun karena nilai uang yang selalu 

berubah dan biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan 

yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding hingga anak 

tersebut dewasa, dapat mandiri atau berumur 21 tahun; 
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Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

secara keseluruhan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim 

Tingkat Banding berpendapat  bahwa Putusan Pengadilan Agama 

Tasikmalaya  Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tsm. tanggal 29 September 

2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1444 Hijriah  harus 

dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengadili 

sendiri sebagamana amar putusan di bawah ini; 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi 

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, 

maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 

Peradilan Agama  biaya yang timbul pada tingkat pertama dibebankan 

kepada Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada 

Pembanding; 

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta dalil-dalil hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;     

MENGADILI 

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima; 

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 

<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tsm. tanggal 29 September 2022 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1444 Hijriyah; 

 dan dengan mengadili sendiri: 

Dalam Konvensi: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding; 

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat Konvensi/ 

Pembanding (Pembanding) terhadap Penggugat 

Konvensi/Terbanding (Terbanding); 

Dalam Rekonvensi: 

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;  



 

Hlm. 17 dari 18 Hlm. Putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg 

2. Menetapkan anak bernama FAA, lahir tanggal 10 Juni 2021 berada 

di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi/Terbanding (ibu kandung) 

dengan tetap memberikan akses  kepada Tergugat selaku ayahnya 

untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya; 

3. Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding untuk memberikan 

nafkah seorang anak bernama FAA, lahir tanggal 10 Juni 2021, 

sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, 

diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa 

dan hidup mandiri (usia 21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap 

tahunnya; 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: 

-  Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ 

Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama 

sejumlah Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). 

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini 

pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu 

rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan                           

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari                    

Senin, tanggal  28 November 2022  Masehi, bertepatan dengan tanggal                   

04 Jumadil Awal 1444 Hijriyah,  oleh kami Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. 

sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Ali Imron, S.H. dan  Drs. H. Ayep Saepul 

Miftah, S.H., M.H.  masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk 

oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan 

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal  10 November 2022, putusan 

tersebut diucapkan pada hari  itu juga  dalam sidang terbuka  untuk  umum  

oleh   Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu  

Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding 

dan Terbanding; 
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       Ketua Majelis 

ttd 

 

   Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. 

                  Hakim Anggota 

ttd 

 

Drs. H. Ali Imron, S.H. 

              Hakim Anggota 

                      ttd 

 

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. 

        Panitera Pengganti 

ttd 

Pipih, SH. 

Rincian biaya: 

1. Administrasi  : Rp130.000,00 

2. Redaksi   : Rp  10.000,00 

3. Meterai   : Rp  10.000,00 + 

Jumlah   : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). 

 

Untuk salinan sesuai dengan aslinya 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

Panitera, 

 

 

 

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H. 

 

 


